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Penjelasan Roadmap

1. Keterkaitan Roadmap Abdimas dengan SDGs.
Roadmap Abdimas yang sesuai dengan SDGs adalah nomor 16, yaitu “Menyediakan
Akses terhadap Keadilan bagi Semua, dan Membangun Institusi yang Efektif, Akuntabel
dan Inklusif di Semua Tingkatan.”
Adapun arah dari roadmap Abdimas ini adalah untuk mewujudkan target SDGs pada
poin ke 5, 6 dan 7 sebagai berikut:
(5) Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya;
(6) Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat;
(7) Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di

setiap tingkatan.

2. Keterkaitan Roadmap Abdimas Dosen dengan Bidang Unggulan Abdimas
Universitas yaitu pada:
a. Bidang pengembangan kelompok masyarakat produktif dengan usaha mikro,
kecil, dan menengah serta industri kreatif (UMKM).
Isu Strategis:
1) Penguatan Kelembagaan
Topik Unggulan:
a) Legalitas badan hukum
b) Pengembangan model badan usaha
2) Produktivitas dan Daya Saing
a) Legalitas berusaha (aspek perizinan dan HAKI)
3) Peningkatan SDM Kelompok UMKM

a) pemahaman hukum dalam berbisnis



b. Bidang pengambangan tata kelola kehidupan publik dan rekayasa sosial
budaya
Isu Strategis:
1) Demokratisasi kepemerintahan desa
Topik Unggulan:
a) Desayang berkesadaran hukum
b) penguatan partisipasi masyarakat desa dalam pemerintahan;
2) Perlindungan Kelompok Rentan
Topik Unggulan:

a) Peningkatan Kapasitas berhukum kelompok rentan;

Dari semua pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan, sesuai kompetensi
bidang yaitu Advokasi dan Pemberdayaan Masyarakat, maka pengabdian ini di tujukan
pada perwujudan tata kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis sesuai hukum

dan konstitusi.



2. Keterkaitan Roadmap Abdimas dengan Roadmap Universitas

ependapingan ependampingan ePenguatan ePeningkatan ePeningkatan

legalitas tata kelola desa kelembagaan pemahaman pemahaman da

kelembagaan ependampingan dan Kapasitas hukum terhadap kapasitas

BUMDesa prosedur agen pemerintah pengurus berhukum
pembentukan Desa BUMDesa dan Masyarakat
produk hukum UMKM (khususnya
Desa kelompok

rentan)

Gambar 1. Roadmap Abdimas Dosen

3. Keterkaitan Roadmap Riset dengan Bidang dan Tema Unggulan.

Issu-Issu Pemecahan Topik Abdimas yang . . " . Kinerja Performan
Strategis Masalah Diperkuat BRI Rl e Indikator
Bidang Unggulan 1 Bidang pengembangan kelompok masyarakat produktif dengan usaha mikro, kecil, dan menengah

serta industri kreatif (UMKM).

Penguatan Legalitas badan legalisasi badan hukum 1. Program legalisasi badan hukum BUMDES 1. Prosiding Nasional
Kelembagaan hukum BUMDES dan UMKM dan UMKM & Internasional




2. Program pendampingan Masyarakat dalam
memahami proses legalisasi badan hukum
unit usaha

Pengembangan
model badan

Pilihan Unit dan bentuk
badan Usaha

1. Program pendampingan Masyarakat dalam
pengembangan unit usaha dan pemilihan

usaha bentuk badan usaha yang tepat
Produktivitas Legalitas Penggunaan Instrumen 1. Program pendampingan legalitas perizinan
dan Daya Saing, | Berusaha perizinan dan HAKI sebagai produk dan aktifitas berusaha bagi BUMDesa
daya saing. dan UMKM
Peningkatan pemahaman Kesadaran hukum Pengurus | 2. Program pendidikan dan pelatihan hukum

SDM Kelompok

hukum dalam

BUMDesa dan Pelaku UMKM

bagi pengurus BUMDesa dan UMKM berbasis
nilai-nilai Islam.
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UMKM berbisnis atas aktifitas berusahanya
Bidang Unggulan 2 Bidang pengambangan tata kelola kehidupan publik dan rekayasa sosial budaya
Demokratisasi | Desa yang Penguatan Kelembagaan 1. Program penguatan kapasitas dan
kepemerintaha | berkesadaran Desa profesionalitas pemerintahan desa
n desa hukum 2. Program Pendampingan penyusunan Produk
Hukum Desa berbasis nilai agama.
3. Program Pendampingan BUMDesa.
penguatan Penguatan kapasitas 1. Program Pendidikan hukum untuk
partisipasi Masyarakat masyarakat;

masyarakat desa
dalam

2. Program sosialisasi peraturan perundang-
undangan untuk warga.

pemerintahan
Perlindungan Peningkatan Peningkatan pemahaman Program sosialisasi dan pendidikan sadar
Kelompok Kapasitas hukum dan HAM kelompok hukum bagi kelompok rentan
Rentan berhukum rentan




kelompok rentan

Penguatan jejaring 1. Program pendampingan dan
perlindungan hukum pembentukan jejaring perlindungan
kelompok rentan hukum

2. Program Perluasan dan penguatan
komunitas sadar hukum
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